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4. Saran Pemerintah Pusat

Pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyempurnakan regulasi mengenai
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah, khususnya mengenai perlindungan
hukum bagi para pihak dalam periode antara pembuatan PPJB dan pelunasan
harga/pembuatan AJB. Regulasi yang komprehensif mengenai hal ini akan
mengisi kekosongan hukum yang saat ini masih ada dan memberikan kepastian
hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Kedua, pemerintah pusat perlu mengembangkan dan menyosialisasikan
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mudah, cepat, dan terjangkau.

5. Saran Akademisi dan Peneliti
Penelitian ini tentu saja masih memiliki keterbatasan-keterbatasan yang

perlu disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan
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